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1. Analisis Struktur Pengeluaran 

a. Apakah struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya sudah efisien? 

Struktur belanja pendidikan di Provinsi Nusantara Raya dapat dikatakan belum efisien. 

Meskipun anggaran pendidikan sudah mencapai 22% dari APBD, hasil pendidikan masih 

berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum 

diikuti dengan efektivitas penggunaan dana. 

 

Ketidakefisienan terutama terlihat pada tingginya proporsi anggaran untuk gaji dan 

tunjangan guru yang mencapai 68%. Persentase tersebut terlalu besar dibandingkan alokasi 

untuk peningkatan mutu pendidikan lainnya, seperti pengembangan teknologi, peningkatan 

kualitas pembelajaran, dan bantuan siswa. Selain itu, distribusi guru juga tidak merata 

karena banyak guru terkonsentrasi di kota, sedangkan daerah terpencil mengalami 

kekurangan tenaga pendidik. Akibatnya, anggaran besar yang dikeluarkan belum mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. 

 

Selain itu, alokasi untuk infrastruktur digital masih sangat terbatas. Padahal, perkembangan 

pendidikan modern membutuhkan dukungan teknologi dan akses internet yang memadai. 

Rendahnya investasi pada fasilitas digital turut menyebabkan kesenjangan kualitas 

pendidikan antara sekolah di kota dan desa semakin tinggi. 

 

Program bantuan siswa yang hanya memperoleh 8% juga masih tergolong rendah. Dengan 

adanya ketimpangan sosial dan wilayah, bantuan pendidikan berbasis kebutuhan siswa 

seharusnya diperbesar agar akses pendidikan menjadi lebih merata. 

 



b. Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa? 

Beberapa bagian anggaran pendidikan perlu direalokasi agar lebih efektif dan sesuai dengan 

kebutuhan pendidikan modern. 

1) Belanja gaji dan tunjangan guru perlu ditekan secara bertahap melalui redistribusi guru 

dan peningkatan efisiensi tenaga pendidik. Pengurangan bukan berarti menurunkan 

kesejahteraan guru, tetapi mengurangi ketimpangan distribusi dan mengendalikan 

belanja pegawai agar tidak terlalu dominan.  

2) Sebagian dana dari belanja pegawai perlu dialihkan ke peningkatan kualitas guru, seperti 

pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi. Hal ini penting karena kualitas 

guru merupakan faktor utama peningkatan hasil belajar siswa.  

3) Alokasi infrastruktur perlu lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur digital, 

seperti internet sekolah, perangkat komputer, dan platform pembelajaran daring. 

Langkah ini penting untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah kota dan 

desa.  

4) Anggaran program bantuan siswa perlu ditingkatkan agar pembiayaan pendidikan lebih 

berbasis kebutuhan siswa (need-based funding). Bantuan dapat berupa beasiswa, subsidi 

transportasi, bantuan perangkat belajar digital, dan dukungan untuk siswa di daerah 

tertinggal.  

5) Bagian administrasi dan lainnya juga perlu dievaluasi agar lebih efisien. Sebagian 

anggaran administrasi dapat dialihkan untuk sistem evaluasi berbasis data dan 

penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), sehingga penggunaan 

dana pendidikan dapat lebih terukur dan akuntabel. 

 

2. Analisis Sumber Pembiayaan 

a. Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah? 

Ya, pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya masih terlalu bergantung pada 

pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari dominasi APBD sebagai sumber utama pendanaan 

pendidikan. Ketergantungan yang tinggi terhadap anggaran pemerintah daerah dapat 

menimbulkan beberapa risiko, terutama apabila kondisi fiskal daerah mengalami 

penurunan atau terjadi perubahan prioritas anggaran. 



Selain itu, kebutuhan pendidikan saat ini semakin kompleks, seperti pembangunan 

infrastruktur digital, pemerataan guru, peningkatan kualitas pembelajaran, dan bantuan 

siswa. Jika seluruh kebutuhan tersebut hanya mengandalkan APBD, maka kapasitas 

pembiayaan daerah akan menjadi terbatas. Akibatnya, reformasi pendidikan berjalan 

lambat dan kualitas pendidikan sulit berkembang secara optimal. 

 

Ketergantungan pada pemerintah daerah juga membuat fleksibilitas pendanaan menjadi 

rendah. Banyak program pendidikan akhirnya hanya berfokus pada pembiayaan rutin, 

terutama belanja pegawai, dibandingkan investasi jangka panjang yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi sumber 

pembiayaan agar sistem pendidikan lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan 

masa depan. 

b. Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang 

tepat. 

Ya, pelibatan sektor swasta dan penggunaan skema pembiayaan alternatif sangat 

diperlukan untuk mendukung reformasi pendidikan di Provinsi Nusantara Raya. Namun, 

keterlibatan tersebut harus tetap berada di bawah pengawasan pemerintah agar tidak 

menimbulkan kesenjangan akses pendidikan. Beberapa model pembiayaan alternatif yang 

tepat antara lain: 

1) Public Private Partnership (PPP) 

Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam pembangunan fasilitas 

pendidikan, terutama infrastruktur digital seperti internet sekolah, laboratorium 

komputer, dan perangkat teknologi pembelajaran. Dalam model ini, pemerintah tetap 

mengatur standar pendidikan, sedangkan pihak swasta membantu dari sisi investasi dan 

teknologi. 

2) Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan dapat didorong untuk menyalurkan program CSR di bidang pendidikan, 

misalnya pemberian beasiswa, pembangunan perpustakaan digital, pelatihan guru, atau 

bantuan sarana sekolah di daerah terpencil. Model ini efektif untuk membantu 

pemerataan pendidikan tanpa membebani APBD secara penuh. 

 



3. Perbandingan dengan Negara OECD 

a. Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi? 

Beberapa praktik negara anggota OECD cukup realistis untuk diadopsi dalam reformasi 

pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya, terutama yang berkaitan dengan 

efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan. 

1) Performance-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja) 

Sistem ini dapat diterapkan dengan menghubungkan alokasi anggaran pada capaian 

pendidikan tertentu, seperti peningkatan literasi, numerasi, angka partisipasi sekolah, 

atau pemerataan kualitas pendidikan. Dengan sistem ini, penggunaan anggaran menjadi 

lebih terukur dan akuntabel.  

2) Need-Based Funding (Pendanaan Berbasis Kebutuhan Siswa) 

Model ini realistis diterapkan karena dapat membantu mengurangi ketimpangan antara 

sekolah kota dan desa. Sekolah di daerah terpencil atau dengan jumlah siswa kurang 

mampu lebih banyak dapat memperoleh alokasi dana lebih besar dibanding sekolah 

yang sudah maju.  

3) Peningkatan Kualitas Guru 

Negara OECD sangat menekankan kualitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, 

sertifikasi, dan evaluasi kompetensi. Praktik ini relevan diterapkan karena masalah 

utama di Nusantara Raya bukan hanya jumlah guru, tetapi juga pemerataan dan kualitas 

tenaga pendidik.  

b. Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia? 

Meskipun praktik OECD memiliki banyak keunggulan, penerapannya di Indonesia, 

termasuk di Provinsi Nusantara Raya, menghadapi beberapa tantangan besar. 

1) Ketimpangan Infrastruktur 

Banyak daerah, terutama wilayah terpencil, masih memiliki keterbatasan akses internet, 

listrik, dan fasilitas pendidikan. Hal ini menjadi hambatan utama dalam penerapan 

digitalisasi pendidikan dan sistem evaluasi berbasis data.  

2) Distribusi dan Kualitas Guru yang Tidak Merata 

Indonesia masih menghadapi masalah penumpukan guru di kota dan kekurangan guru 

di desa. Selain itu, kemampuan guru dalam penggunaan teknologi dan metode 

pembelajaran modern juga belum merata.  



3) Budaya Administratif yang Masih Konvensional 

Sistem birokrasi pendidikan di Indonesia masih cenderung berfokus pada administrasi 

dibanding hasil pembelajaran. Akibatnya, penerapan penganggaran berbasis kinerja 

membutuhkan perubahan budaya kerja dan sistem pengawasan yang tidak mudah.  

 

4. Rancangan Reformasi 

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup: 

1. Perubahan struktur belanja. 

2. Strategi peningkatan kualitas guru 

3. Digitalisasi sekolah 

4. Mekanisme monitoring dan evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSAL REFORMASI PENDIDIKAN 

A. Latar Belakang 

Provinsi Nusantara Raya menghadapi berbagai permasalahan pendidikan, seperti 

rendahnya skor literasi dan numerasi, ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah kota 

dan desa, distribusi guru yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur digital. 

Meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 22% dari APBD, sebagian besar anggaran 

masih terserap pada belanja pegawai sehingga ruang untuk peningkatan mutu pendidikan 

menjadi terbatas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan reformasi pembiayaan pendidikan yang lebih 

efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembelajaran dengan mengadopsi praktik baik 

negara-negara OECD, seperti penganggaran berbasis kinerja, pendanaan berbasis 

kebutuhan siswa, peningkatan kualitas guru, dan sistem evaluasi berbasis data. 

 

B. Tujuan Reformasi 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa.  

2. Mengurangi ketimpangan pendidikan antara wilayah kota dan desa.  

3. Meningkatkan kompetensi dan pemerataan guru.  

4. Mempercepat digitalisasi sekolah.  

5. Mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel. 

 

C. Rencana Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun 

1. Perubahan Struktur Belanja Pendidikan 

No. Komponen Belanja Kondisi Awal Target Reformasi 

1. Gaji dan Tunjangan Guru 68% 55% 

2. Infrastruktur dan Digitalisasi 12% 20% 

3. Bantuan / Beasiswa dan lainya 8% 15% 

4. Pelatihan Kualitas Guru 0% 7% 

5. Administrasi dan lainya 12% 3% 

Total 100% 100% 

 



Strategi Perubahan: 

1. Redistribusi guru dari wilayah kota ke daerah terpencil.  

2. Pengurangan belanja administrasi yang tidak produktif.  

3. Penerapan performance-based budgeting.  

4. Alokasi dana berbasis kebutuhan sekolah dan siswa (need-based funding). 

 

2. Strategi Peningkatan Kualitas Guru 

Peningkatan kualitas guru menjadi prioritas utama dalam reformasi pendidikan karena guru 

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Strategi yang 

dilakukan meliputi: 

a. Pelatihan Kompetensi Digital 

Pemerintah daerah akan menyelenggarakan pelatihan penggunaan teknologi 

pembelajaran bagi seluruh guru. Pelatihan ini bertujuan agar guru mampu 

memanfaatkan media digital, platform pembelajaran daring, serta metode 

pembelajaran modern yang lebih interaktif.  

b. Sertifikasi dan Evaluasi Berkala 

Guru akan mengikuti program sertifikasi kompetensi dan evaluasi kinerja secara 

berkala. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kualitas pengajaran terus meningkat 

dan sesuai dengan standar pendidikan nasional.  

c. Insentif untuk Guru Daerah Terpencil 

Pemerintah memberikan tambahan tunjangan, fasilitas tempat tinggal, dan dukungan 

karier bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Kebijakan ini 

bertujuan mengurangi ketimpangan distribusi guru antara kota dan desa.  

d. Program Guru Penggerak Daerah 

Guru-guru berprestasi dipilih menjadi mentor dan penggerak inovasi pendidikan di 

sekolah masing-masing. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya 

pembelajaran yang lebih kreatif dan kolaboratif.  

 

 

 

 



3. Program Digitalisasi Sekolah 

Digitalisasi sekolah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus 

mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Program digitalisasi yang akan 

dilaksanakan meliputi: 

a. Pembangunan Infrastruktur Internet Sekolah 

Pemerintah akan memperluas akses internet hingga ke sekolah-sekolah terpencil agar 

seluruh siswa dan guru memiliki akses terhadap sumber belajar digital.  

b. Pengadaan Perangkat Teknologi Pendidikan 

Sekolah akan memperoleh bantuan perangkat seperti komputer, proyektor, tablet 

pembelajaran, dan perangkat multimedia lainnya untuk mendukung proses belajar 

mengajar. 

c. Pengembangan Platform Pembelajaran Digital 

Pemerintah daerah akan mengembangkan sistem pembelajaran daring atau Learning 

Management System (LMS) yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk 

mengakses materi, tugas, serta evaluasi pembelajaran secara online.  

d. Digitalisasi Administrasi Sekolah 

Sistem administrasi sekolah akan diubah menjadi berbasis digital, seperti absensi 

online, pengelolaan nilai elektronik, dan pelaporan sekolah berbasis data. Hal ini 

bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pendidikan.  

 

4. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

1. Sistem Monitoring 

Aspek Mekanisme 

Penggunaan Anggaran Audit dan laporan digital berbasis kinerja 

Kinerja Sekolah Evaluasi capaian literasi dan numerasi 

Distribusi Guru Pemantauan data guru berbasis wilayah 

Inrastruktur Digital Monitoring kesiapan teknologi sekolah 

Bantuan Siswa Verifikasi penerima berbasis data sosial ekonomi 

 

 

 



Indikator Keberhasilan: 

1. Peningkatan skor literasi dan numerasi siswa.  

2. Penurunan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.  

3. Pemerataan distribusi guru.  

4. Peningkatan akses internet dan penggunaan teknologi pendidikan.  

5. Efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. 

 

2. Sistem Evaluasi 

Evaluasi reformasi pembiayaan pendidikan dilakukan secara berkala agar seluruh 

program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Sistem evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan 

anggaran pendidikan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan di Provinsi Nusantara Raya. 

a. Evaluasi Semester dan Tahunan 

Evaluasi semester dilakukan setiap enam bulan untuk memantau perkembangan 

program reformasi, seperti peningkatan kualitas guru, distribusi tenaga pendidik, 

perkembangan digitalisasi sekolah, dan penggunaan anggaran pendidikan. Evaluasi 

ini berfungsi sebagai pengawasan awal agar pemerintah dapat segera memperbaiki 

kendala yang muncul di lapangan. 

b. Pembentukan Tim Evaluasi Independen 

Pemerintah daerah membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari akademisi, 

praktisi pendidikan, auditor keuangan, dan perwakilan masyarakat. Tim ini bertugas 

melakukan penilaian secara objektif terhadap pelaksanaan program reformasi 

pendidikan. 

c. Penggunaan Sistem Evaluasi Berbasis Data 

Seluruh proses evaluasi dilakukan menggunakan sistem data digital yang terintegrasi. 

Data yang dikumpulkan meliputi tingkat kehadiran guru dan siswa, hasil belajar 

siswa, kondisi infrastruktur sekolah, distribusi guru, serta penggunaan anggaran 

pendidikan. 

 



d. Hasil Evaluasi sebagai Dasar Penyesuaian Anggaran 

Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendidikan 

tahun berikutnya. Program yang terbukti efektif akan memperoleh tambahan 

dukungan anggaran, sedangkan program yang kurang efektif akan diperbaiki atau 

dikurangi pembiayaannya. 

 

D. Penutup 

Reformasi pembiayaan pendidikan di Provinsi Nusantara Raya perlu diarahkan pada 

peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, dan penguatan teknologi 

pendidikan. Melalui perubahan struktur belanja, peningkatan kualitas guru, digitalisasi 

sekolah, serta sistem monitoring berbasis data, diharapkan pendidikan di Nusantara Raya 

menjadi lebih efektif, modern, dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


